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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pegadaian merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk 

melakukan pinjaman berdasarkan dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman 

dan cepat,1 dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak 

memiliki akses kedalam perbankan dan melindungi masyarakat dari pinjaman 

tidak wajar. Pegadaian bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya 

menengah ke bawah dalam bidang usaha agar terhindar dari yang menerapkan 

sistem bunga tinggi dan tidak jelas. Meningkatnya jumlah kredit oleh masyarakat 

memberi peluang bagi Pegadaian sebagai alternatif untuk menyalurkan kredit 

pada masyarakat golongan menengah ke bawah.2 

Penyaluran dana kredit/pinjaman PT. Pegadaian ditentukan berdasarkan 

perikatan pinjaman yang dinyatakan sebagai Surat Bukti Kredit (SBK). Ketika 

kesepakatan telah tercapai, ada mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh PT. 

Pegadaian sehingga dapat juga dikatakan  sebagai perjanjian baku (perjanjian 

yang memenuhi syarat-syarat tertentu oleh kreditur). Hal ini disesuaikan dengan 

"asas kebebasan berkontrak" sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tetapi penggunaan asas ini  

tidaklah terbatas karena setiap perjanjian harus didasarkan pada asas keadilan, 

                                                      
1 Warta Pegadaian, Pegadaian Untuk Usaha Mikro, edisi 161/tahun xxiii/2013 Jakarta 

diakses tanggal 10 april 2018 pukul 14.00 
2 Tassa Intania Hendri, Dwi Pujo Prayitno, dan Dewi Septiana, ‘Tinjauan Yuridis 

Terhadap Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Studi Pada 

PT. Pegadaian (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kedaton)’, Pactum Law Journal. Vol. 2 No. 03 

(2019): Hlm. 781-782. 
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sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata).3 

Suatu gadai diterbitkan untuk menjamin suatu wesel atau pinjaman yang 

diterbitkan oleh penerima fidusia. Dalam prakteknya, pinjaman diterbitkan 

terutama atas dasar itikad baik atau karakter debitur,  yang memberikan keyakinan 

kepada kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana 

mestinya. Gadai tersebut diatur dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata) Bab 20 Buku II, pasal 1150-1161”. Pasal 1150 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengartikan gadai sebagai  hak yang 

diterima debitur atas barang-barang bergerak yang dialihkan oleh debitur atau 

orang lain atas namanya, dan  memberikan hak kepada debitur untuk menerima 

barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.4 

Diketahui para pihak yang berkepentingan dalam gadai yaitu: pihak yang 

menerima gadai disebut “pemegang gadai” dan “pemberi gadai” selaku pihak 

yang menggadaikan barang. Demi keamanan dalam proses gadai maka harus ada 

penjaminan terhadap pinjaman yang akan diberikan oleh pihak pegadaian. 

Sehingga disaat perjanjian kredit disepakati maka pihak yang menggadaikan 

wajib menyerahkan benda gadai sebagai jaminan atas pelunasan hutang-

hutangnya. Diketahui juga, jaminan adalah penting demi menjaga keamanan dan 

memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan kembali atau 

                                                      
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006). 

Hlm. 87 
4 A. S. Wulandari, ‘Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Penggunaan Kontrak Baku 

Pada Perum Pegadaian di Kabupaten Sidrap’, Jurnal Jurisprudentie Universitas Indonesia Timur 

(UIT). Vol. 3, No. 1 (2016): Hlm. 10-21. 
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mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah 

diberikan oleh kreditur kepada debitur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 

dan disepakati bersama. 

Jaminan juga dapat diartikan sebagai pelindung dari para pihak yang 

saling mengikat perjanjian. Raharjo berpendapat bahwa perlindungan terhadap 

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai 

kepentingan di lain pihak.5 Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum 

yang berlaku untuk melindungi hak-hak bagi pengguna jasa. Hukum perlindungan 

konsumen bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan pelaku usaha yang 

merugikan konsumen, misalnya seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan 

tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

Benda jaminan bagi pemberi gadai sebenarnya merupakan benda yang 

bernilai ekonomi dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi 

kerugian terhadap barang yang dijaminkan tersebut sudah sepatutnya PT. 

Pegadaian mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan dan 

pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, sehingga benda yang 

dijaminkan tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan nasabah 

yang telah menggadaikan barangnya. Oleh karena itu apabila terjadi hal yang 

menyebabkan barang tersebut rusak, hilang, berkurang, atau tidak sesuai dengan 

                                                      
5 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm. 53. 
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kondisi awal saat penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi 

hukum bagi PT. Pegadaian. 

Seiring dengan perkembangan zaman, pada prakteknya ketentuan undang-

undang yang mengatur tentang lembaga gadai menimbulkan kekhawatiran bagi  

debitur karena enggan untuk menyerahkan harta jaminan utang berwujud orang 

perseorangan kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai 

kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu bentuk jaminan utang yang bendanya masih 

memenuhi syarat sebagai benda bergerak tetapi tanpa mengembalikan benda itu 

kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia. 

Mengenal lebih jauh tentang fidusia, istilah fidusia berasal dari kata 

fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas 

benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang 

kreditur. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan 

dari Fiduciare Eigendom Overdracht. Penyerahan hak milik atas benda ini 

dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) 

terhadap kreditur-kreditur lainnya.6 

Pengertian fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah 

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan 

                                                      
6 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm. 

283. 
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bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan 

pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang 

tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 

penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap 

kreditur lainnya.  

Salah satu bentuk jaminan fidusia yang ditawarkan PT. Pegadaian adalah 

Kredit Angsuran Sistem Fidusia. Produk Kreasi adalah pola pengajuan kredit, 

dimana kredit diberikan kepada pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara jaminan fidusia dan/atau 

jaminan gadai, yang diberikan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang 

membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya,7 sementara barang 

yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaannya sehingga masih tetap 

dapat digunakan oleh pelaku usaha (peminjaman dana). 

Kreasi produk yang fleksibel dalam menentukan jangka waktu pinjaman, 

Kreasi ini pada dasarnya berbeda dengan gadai, dimana pada sistem kreasi bahwa 

benda yang dijadikan jaminan kredit tetap dikuasai oleh pemilik benda semula 

                                                      
7Pegadaian, “Kreasi/Gadai BPKB” Diakses dari 

https://pegadaian.co.id/faq/detail/18/kreasigadai-bpkb#content pada tanggal 12-11-2022 pukul 

12.12 WIB. 

https://pegadaian.co.id/faq/detail/18/kreasigadai-bpkb#content


6 
 

 

(debitur), berbeda pada gadai yang mana benda jaminan harus ada pada penerima 

gadai (kreditur), dalam hal ini produk kreasi tidak menyulitkan kegiatan usaha 

debitur, karena barang jaminan tetap dikuasai dan dapat dipergunakan untuk 

mendukung kegiatan usaha debitur. Kreasi adalah solusi terpercaya untuk 

mendapatkan pinjaman dengan cepat, mudah, dan murah.8 

Salah satu contoh kasus berkaitan dengan perlindungan hukum bagi 

nasabah pegadaian dalam perjanjian fidusia adalah penggadaian atas benda 

bergerak dalam bentuk mobil dimana nasabah menolak agar jaminan fidusia atas 

mobil tersebut dieksekusi sebagai akibat dari ingkar janji (wanprestasi) yang 

dalam hal ini disebabkan oleh ketidakmauan nasabah untuk membayar jaminan 

tersebut. Dalam hal nasabah yang terikat secara fidusia, PT. Pegadaian umumnya 

tidak dapat melakukan eksekusi melalui pelelangan umum secara langsung 

kecuali jika nasabah secara sukarela menyerahkan jaminan fidusia untuk 

dilakukan eksekusi dengan melengkapi persyaratan yang berlaku sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran 

Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 

Pada dasarnya, PT. Pegadaian mempunyai hak eksekutorial atas penolakan 

nasabah dalam mengeksekusi barang jaminannya, yang dalam hal ini khusus pada 

perikatan fidusia, PT. Pegadaian harus menyesuaikan upaya penyelesaian atau 

eksekusi lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara 

umum dan secara khusus diatur dalam Peraturan Direksi PT. Pegadaian tentang 

                                                      
8 Tassa Intania Hendri, Dwi Pujo Prayitno, dan Dewi Septiana, Loc. Cit. Hlm. 783. 
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Standar Operasional Prosedur Program PT Pegadaian Area Palembang, misalnya 

terkait dengan eksekusi melalui pelelangan umum yang dilakukan oleh PT 

Pegadaian terhadap objek jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 

161 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk Pegadaian 

Kreasi dan Peraturan Direksi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pedoman Percepatan 

Penurunan Non Performing Loan (NPL) Produk Non Gadai. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memandang perlu untuk 

melakukan penelitian dengan tujuan untuk membahas permasalahan-

permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut sehingga mudah dipahami, maka 

untuk itu penulis menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul 

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEGADAIAN DALAM 

PERJANJIAN KREDIT KREASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA 

PT. PEGADAIAN AREA PALEMBANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari apa yang telah penulis uraikan pada latar belakang 

permasalahan diatas, maka timbul beberapa permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimana karakteristik perjanjian kredit kreasi jaminan fidusia di PT. 

Pegadaian Area Palembang? 

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam 

perjanjian kredit kreasi dengan jaminan fidusia? 

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik perjanjian kredit kreasi 

jaminan fidusia di PT. Pegadaian Area Palembang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan oleh PT. Pegadaian bagi para pihak dalam perjanjian kredit 

kreasi dengan jaminan fidusia.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya 

bagi pengembangan teori ilmu hukum perdata dan juga memberikan 

informasi sebagai bahan penelitian dalam bidang yang sama khususnya 

hukum perdata yang berkaitan dengan hukum perjanjian khusus, hukum 

perlindungan konsumen dan jaminan fidusia. Serta diharapkan dapat 

bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa yang mempunyai minat untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenasi masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini hasilnya akan dapat bermanfaat 

bagi pihak-pihak 

a. Bagi Penulis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai suatu 

bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua pihak, antara 

lain para kalangan akademisi dan memperluas pengetahuan dan 

pengalaman penulis terhadap aspek hukum yang terkait dengan 

perlindungan hukum bagi nasabah Pegadaian dalam perjanjian kredit 

kreasi dengan jaminan fidusia. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, 

khususnya bagi lembaga keuangan negara dalam menetapkan kebijakan 

yang berkenaan dengan penyelenggaraan perjanjian kredit kreasi 

dengan jaminan fidusia. 

c. Bagi PT. Pegadaian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT. 

Pegadaian dalam mengevaluasi program kerja yang diterapkan di 

lingkungan perusahaan, khususnya dalam menyediakan dan 

melaksanakan perjanjian kredit kreasi dengan jaminan fidusia sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Bagi Pengguna dan Pemberi Jaminan Fidusia 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap 

pengguna dan pemberi jaminan fidusia agar memahami perlindungan 

hukum yang dijaminkan oleh PT. Pegadaian dalam hal pelaksanaan 

perjanjian kredit kreasi dengan jaminan fidusia. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 
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Di dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan mengenai 

bagaimana perjanjian kredit kreasi dapat menjadi alternatif yang disediakan oleh 

PT. Pegadaian bagi para pengguna jasa penggadaian atas benda bergerak, 

kemudian penelitian ini juga membahas bagaimana perlindungan hukum yang 

diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen atas pelaksanaan perjanjian kredit kreasi dengan jaminan fidusia. 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah kajian mengenai hukum bagian 

perdata yang khususnya mengenai Hukum Perjanjian Khusus dan Hukum 

Jaminan. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Konsumen 

Perlindungan hukum jika diartikan secara harafiah dapat 

memunculkan beberapa wawasan. Perlindungan hukum pada dasarnya 

memberikan penjelasan  bahwa semua aparat penegak hukum wajib 

menerapkan hukum dan dengan berjalannya supremasi hukum,  secara 

tidak langsung hukum akan melindungi setiap hubungan hukum atau 

semua aspek kehidupan publik yang ditentukan oleh hukum itu sendiri. 

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat 

difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar 

adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum 
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dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, 

ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.9  

Perlindungan hukum adalah arti sempit dari arti perlindungan, di 

dalam dikhususkan hanya pada perlindungan oleh hukum saja. Manusia 

sebagai subyek hukum dalam interaksi sesama manusia dan 

lingkungannya memiliki hak dan kewajiban yang diberikan perlindungan 

oleh hukum. Hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum adalah 

untuk melakukan suatu tindakan hukum.10 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan penyerasian 

hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang ada di dalam sikap dan 

tindakan diri manusia untuk mewujudkan ketertiban antar sesama manusia 

sehingga diberikan perlindungan hukum.11 

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dari 

pemerintah bagi masyarakat terbagi menjadi dua yaitu, perlindungan 

hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang 

bersifat preventif diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa, agar 

pemerintah dapat memutuskan tindakan yang lebih hati-hati dan dapat 

mengambil keputusan yang berdasarkan diskresi dan perlindungan represif 

                                                      
9 Satjipto Raharjo, Op.cit. Hlm. 54. 
10 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989). Hlm. 102. 
11 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. (Surakarta: 

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003). Hlm. 14. 
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mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, 

termasuk penanganannya di peradilan.12 

2. Teori Perjanjian  

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai 

harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak 

lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.13 Menurut Subekti Perjanjian 

adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau 

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.14 

Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua 

pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat 

hukum.15 

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah “suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap 

satu orang atau lebih”. Syarat syahnya Perjanjian menurut pasal 1320 

KUH Perdata, yang berbunyi: “Untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan 

empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk 

membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”. 

                                                      
12 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia. (Surabaya: PT. Bina 

Ilmu, 1987). Hlm. 2. 
13 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 

2011). Hlm. 4. 
14 R. Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan ke-7. (Jakarta: PT. Intermasa, 1990). Hlm. 1. 
15 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 

Hlm. 161. 
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Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus 

ada atau dipenuhi dari suatu perjanjian, tanpa syarat-syarat tersebut maka 

perjanjian dianggap tidak pernah ada. Kedua syarat yang pertama 

dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek yang 

mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan 

syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh objek 

dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.  

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dengan 

syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi salah satu atau 

keduanya, maka perjanjian dapat dituntut pembatalannya. Dalam arti, 

bahwa salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian 

itu dibatalkan. Pihak yang menuntut pembatalan tersebut, adalah salah satu 

pihak yang dirugikan atau pihak yang tidak cakap. Sedangkan dalam hal 

apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut 

adalah batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan 

suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak 

yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan 

hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling 

menuntut di depan hakim.16 

Asas hukum perjanjian merupakan pikiran dasar yang bersifat 

umum yang merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkrit serta 

berguna sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyelenggaraan dan 

                                                      
16 R Subekti, Op.cit. Hlm. 17-20. 
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pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam hukum perjanjian yang diatur oleh 

Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat dijumpai asas-asas 

penting, antara lain:  

1) Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme adalah bahwa suatu perikatan itu terjadi 

(ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan 

kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-

hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.17 

2) Asas Kebebasan Berkontrak  

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat 

penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan 

perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Salim 

HS menyatakan, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas 

yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau 

tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, 

menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, 

menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.18 

3) Asas Kekuatan Mengikat 

Asas Kekuatan Mengikat berhubungan dengan akibat dari 

perjanjian, yaitu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu 

                                                      
17 Ibid, Hlm. 15. 
18 Salim HS, Op.cit. Hlm. 15. 
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perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPer yang 

menyebutkan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

3. Teori Jaminan 

Jaminan adalah suatu perjanjian antara kreditur dan debitur dimana 

debitur setuju bahwa sebagian dari hartanya akan melunasi utangnya 

sesuai dengan hukum yang berlaku, jika dalam jangka waktu yang 

ditentukan terjadi keterlambatan pembayaran utang dari pihak debitur.19 

Jaminan adalah aset pemberi pinjaman yang dijaminkan kepada pemberi 

pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman. Jaminan 

juga merupakan unsur dari analisis keuangan. 

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus 

dinilai pada saat dilakukan analisis pendanaan dan harus berhati-hati 

dalam menilai barang tersebut karena harga yang ditentukan oleh nasabah 

tidak selalu menunjukkan harga yang sebenarnya (harga pasar pada saat 

itu). Dengan kata lain, nasabah terkadang menilai terlalu tinggi barang 

yang mereka gunakan di atas harga sebenarnya. 

Penilaian yang terlalu tinggi dapat memungkinkan lembaga 

keuangan berada dalam posisi yang rentan. Apabila likuiditas/penjualan 

barang agunan tidak dapat dihindari, keadaan ini dapat menimbulkan 

kerugian bagi lembaga keuangan  karena hasil penjualan agunan pada 

                                                      
19 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). Hlm. 

75. 
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umumnya akan lebih kecil dari  harga pokok dan harga pasar pada saat 

penjualan agunan, sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah 

lembaga keuangan tersebut.20 Menurut Rachmadi Usman, kegunaan dari 

jaminan adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan hak dan wewenang kepada bank untuk mengembalikan 

agunan jika debitur berjanji akan melunasi utangnya dalam jangka 

waktu yang ditentukan dalam perjanjian; 

b. Memastikan bahwa debitur melakukan transaksi pembiayaan usaha 

sedemikian rupa sehingga mencegah atau setidak-tidaknya 

memperkecil kemungkinan pemberhentian usaha atau proyek yang 

merugikan diri sendiri atau perusahaan; dan 

c. Untuk menjamin agar debitur dan/atau pihak ketiga yang terkait 

dengan agunan tidak kehilangan harta benda yang dijanjikan kepada 

bank, maka debitur dianjurkan untuk menepati janjinya, terutama 

dalam hal pembayaran kembali dengan waktu yang telah disepakati.21 

G. Metode Penelitian  

Suatu Penelitian karya ilmiah membutuhkan suatu metode penelitian yang 

tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Metode merupakan suatu tipe 

pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Oleh karena itu 

menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh 

                                                      
20 Veithzal Rivai, Islamic Finansial Management. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). 

Hlm. 666-667. 
21 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2003). Hlm. 286. 
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penelitinya. Metode penelitian pada hakekatnya berfungsi untuk memberikan 

pedoman tentang tata cara seorang penulis untuk memperlajari menganalisa, 

memahami dalam melakukan penelitian hukum.22  

1. Jenis Penelitian 

Merujuk pada latar belakang dan arah penelitian yang dilakukan, 

maka penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian 

hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata 

(actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang 

dialami tiap orang di dalam kehidupan bermasyarakat.23 Menurut 

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris 

tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) 

sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang 

diperoleh melalui penelitian lapangan (field research). Perilaku nyata 

tersebut hidup dan berkembang bebas selaras dengan kebutuhan 

masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam 

bentuk adat istiadat kebiasaan”.24 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu 

peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari segi kualitas, tetapi juga 

ingin mendalami pemahaman dibalik fenomena yang telah diperoleh dan 

berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya 

                                                      
22 Ishaq, Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. (Bandung: 

Penerbit Alfabeta, 2016). Hlm. 26. 
23 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. (Mataram: University Press, 2020). Hlm. 80. 
24 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2004). Hlm 54. 
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kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang 

sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang 

kecenderungan yang tengah berlangsung. Hal ini disebabkan karena 

penelitian deskriptif-kualitatif memiliki hubungan yang erat dengan 

realitas sosial dan perilaku manusia. Pendekatan deskriptif-kualitatif 

bertujuan untuk menemukan atau mengkonstruksi suatu proposisi atau 

menjelaskan makna di balik fakta tersebut.25 

Adapun metode penelitian ini merujuk pada metode empiris dengan 

jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan 

penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan 

data.26 Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris karena 

dalam penelitian ini peneliti menganalisis dan mengkaji studi kepustakaan 

yang berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

berkaitan dengan gambaran permasalahan secara rinci dan mendalam 

tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti 

dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang 

ada.27 Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah penelitian yang 

meneliti masalah yang bersifat kualitatif, yakni prosedur data penelitian 

                                                      
25 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hlm. 124. 
26 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 34. 
27 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan 

Fiqih Penelitian. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 18. 
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yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati.28  

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dan juga sumber data yang digunakan merupakan data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer, sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari 

sumber utama. Dimana data primer itu, dapat diperoleh dari 

Responden.29 Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui dengan 

mendatangi lokasi penelitian dengan menggunakan Teknik wawancara 

sebagai narasumber yakni Petugas dan Karyawan di lingkup PT. 

Pegadaian Area Palembang serta menelusuri sumber data yang relevan 

dengan masalah yang diteliti. 

b. Data Sekunder, sumber data sekunder merupakan data yang berasal 

dari kepustakaan atau bahan hukum.30 Yaitu melakukan serangkaian 

kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah 

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian.31 Data sekunder terdiri dari : 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama yang bersifat 

autoriatif, yakni bahan hukum tersebut mempunyai otoritas. 

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan 

                                                      
28 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2007. Hlm. 3. 
29 Muhaimin, Op.cit. Hlm. 110. 
30 Ibid, Hlm. 111. 
31 Ishaq, Op.cit. Hlm. 99. 
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semua dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum.32 Adapun 

yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang 

diurutkan berdasarkan  hierarki perundang-unangan yang 

dipergunakan penulis untuk mengkaji permasalahan ini, yaitu : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia 

d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah dokumen 

atau bahan hukum yang memberikan penjelasan atau uraian 

terhadap bahan hukum primer dan juga sekunder, seperti buku-

buku, hasil penelitian ilmiah,33 artikel, jurnal, makalah serta 

lainnya yang relevan atau bersangkutan dengan permasalahan 

yang dibahas. 

3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjeasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

                                                      
32 I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (pbh), Hukum Administrasi Negara Bagi 

mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm.3 
33 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 201. 
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seperti kamus, ensiklopedia,34 majalah, surat kabar, dan 

sebagainya. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa 

pendekatan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach), yaitu pendekatan 

yang yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang 

regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dikaji. 

Legalilasi dan regulasi digunakan dalam Pendekatan Perundang-

Undangan.35 Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam mengkaji permasalahan di 

penulisan skripsi ini. 

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang 

beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum, yang digunakan agar dapat 

memperoleh ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas 

hukum yang relevan, sebagai acuan dalam membangun suatu 

argumentasi hukum dalam memecahkan masalah hukum yang 

dihadapi.36 Pendekatan ini dimaksudkan agar dapat membuat 

                                                      
34 Ishaq, Op.cit. Hlm. 100. 
35 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi). (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2013). Hlm. 135-136. 
36 Ibid. 
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argumentasi untuk menjawab materi muatan hukum yang menjadi 

intisari dalam penelitian ini. 

c. Pendekatan Sosiologis Hukum (legal sociological approach) 

merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi 

dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam 

masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang 

hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku 

masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi 

secara sosial.37 Pendekatan sosiologi hukum dipilih berdasarkan 

pertimbangan relevansi dan kebutuhan data yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum bagi nasabah Pegadaian dalam perjanjian kredit 

kreasi dengan jaminan fidusia. 

4. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor PT. Pegadaian Area 

Palembang yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No.2977, Bukit 

Baru, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30137. Penentuan 

tempat atau lokasi penelitian ini dipilih karena menyediakan sumber data 

yang diperlukan untuk mendukung serta menunjang pengerjaan skripsi. 

5. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi Penelitian merupakan keseluruhan dari subjek penelitian yang 

merupakan seluruh jumlah subjek yang akan diteliti. Menurut 

                                                      
37 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi Cetakan ke-3. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm. 23. 
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Sugiyono, Populasi adalah keseluruhan dari subjek atau objek 

penelitian yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertenntu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga kemudian dapat 

ditarik kesimpulannya.38 Berdasarkan uraian ini maka populasi dalam 

penelitian ini adalah Petugas dan Karyawan di lingkup PT. Pegadaian 

Area Palembang. 

b. Sampel 

Sampel merupakan Sebagian dari populasi yang akan diteliti ataupun 

Sebagian kecil dari Pengurus populasi yang akan diambil menurut 

prosedur tertentu sehingga dianggap dapat mewakili populasinya.39  

Penarikan sampel pada penelitian ini adalah dengan cara menggunakan 

kriteria tertentu yaitu degan menggunakan metode Purposive Sampling 

yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu 

yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau 

sifat-sifat populasi yang sudah diketahui.40  Misalnya, orang tersebut 

dianggap yang paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan dalam 

penelitian ini atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti 

untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Maka 

dari itu, data ini akan diambil dengan melakukan wawancara secara 

langsung dengan Petugas dan Karyawan di lingkup PT. Pegadaian Area 

Palembang. 

                                                      
38 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum. (Bandung: CV. Mandar 

Maju), 2008. Hlm. 37. 
39 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). Hlm. 79. 
40 Zainal Asikin Amiruddin, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 

Hlm. 45. 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan 

data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

menyangkut perlindungan hukum bagi nasabah Pegadaian dalam 

pelaksanaan perjanjian atas jaminan fidusia. Peneliti mempergunakan data 

primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara sebagai berikut:41 

1. Studi Lapangan 

Studi lapangan yaitu untuk memperoleh data primer, Dalam 

penelitian hukum empiris dapat digunakan Teknik atau metode 

pengumpulan data dengan menggunakan metode :  

a) Wawancara (interview) 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik wawancara 

agar pertanyaan yang diajukan tidak keluar dari fokus penelitian, 

sehingga data yang di dapatkan benar-benar merujuk pada 

penelitian.42 Wawancara dengan model ini bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang terkait dengan perlindungan 

hukum bagi nasabah Pegadaian. Dalam pelaksanaannya, peneliti 

akan mewawancarai langsung Petugas dan Karyawan di lingkup 

PT. Pegadaian Area Palembang. 

2. Studi Kepustakaan 

                                                      
41 Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum , Panduan Penulisan Tesis dan 

Disertasi, Medan, 2017, Hlm. 122. 
42 Suproyogo Imam dan Tabroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama. (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2001). Hlm. 165. 
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Studi Kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder, 

Penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu berupa 

pencarian bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

membaca, memahami, mengutip dokumen peraturan perundang-

undangan, buku, jurnal, literatur serta artikel yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

3. Studi Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi 

merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara pada studi 

lapangan. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan 

mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan 

hal-hal yang terkait dengan penelitian.43 Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian 

kredit kreasi dengan jaminan fidusia. Serta data-data lain yang 

berhubungan dengan pokok penelitian. Pada penelitian skripsi ini, 

dokumentasi digunakan untuk memahami sekaligus mendalami serta 

menganalisis tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh 

Pegadaian terhadap nasabahnya dalam perjanjian kredit kreasi 

dengan jaminan fidusia. 

                                                      
43 A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif. (Makassar: Indobis 

Media Centre, 2003). Hlm. 106. 
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7. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data penelitian yaitu melakukan kajian atau telaah 

terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah 

didapatkan sebelumnya dalam kerangka teori44 Proses pengolahan data 

dilakukan dengan cara meneliti data yang dikumpulkan untuk memastikan 

kebenaran, data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan 

Teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Deskriptif yaitu peneliti memberikan gambaran, penjabaran atau 

subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah 

dilakukan, sedangkan kualitatif adalah suatu cara analisis data yang 

ditanyakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku 

nyata, yang kemudian diteliti dan dipelajari secara utuh. Dalam artinya 

bahwa analisis ini dilakukan dengan awal yang menjelaskan data secara 

Panjang lebar kemudian menjadi data yang singkat serta sistematis agar 

hasil dari analisis data akan muncul sebagai kesimpulan yang akan 

menjawab permasalahan dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya.45 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan panduan 

penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian 

dipilih dan diolah kemudian selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai 

                                                      
44 Muhaimin, Op.cit. Hlm. 104. 
45 M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007). 

Hlm. 122. 
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dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian ditarik sebagai 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode secara induktif 

adalah menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat khusus 

menjadi kesimpulan permasalahan yang bersifat umum dan sering 

dihadapi.46 

                                                      
46 Ibid, Hlm. 123. 
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